ANOTASI HUKUM
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 36P/HUM/2011
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A. KASUS POSISI

Para Pemohon, Dr. Henry P. Panggabean, SH., MS; Humala Simanjuntak, SH.; Dr.
Lintong O. Siahaan, SH., MH; dan Sarmanto Tambunan, SH; masing-masing Warga
Negara Indonesia yang bekerja atau berprofesi sebagai advikat, mengajukan
permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap butir 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., serta butir
10.1., 10.2., 10.3., dan 10.4. Keputusan Bersama Ketua Mahmakah Agung (MA) dan
Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009; Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada 24 Agustus 2011 dengan
Termohon I Ketua MA dan Termohon II Ketua KY (SKB tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku).

Butir 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., serta butir 10.1., 10.2., 10.3., dan 10.4 Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim adalah sebagai berikut.

8. BERDISIPLIN TINGGI

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai
panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan
tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya,
serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan:

8.1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar
dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap
pencari keadilan.

8.2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha
mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan
rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

! Disampaikan dalam Sidang Majelis Eksaminasi Publik yang diselenggarakan oleh Indonesian Court Monitoring
(ICM). Jogjakarta, 17 Maret 2012.
? Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.



8.4. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada
Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada
Hakim yang memiliki konflik kepentingan.

10. BERSIKAP PROFESIONAL

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan
pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar
pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan
mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan
kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Penerapan :

10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan
pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas
peradilan secara baik.

10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja
sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi
peradilan.

10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya diatas kegiatan yang lain secara
profesional.

10.4. Hakim waijib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau
mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan
sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak
dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

Termohon I telah memberikan jawaban bertanggal 12 September 2011, dan Termohon
IT memberikan jawaban bertanggal 16 September 2011.

Maijelis Hakim MA yang terdiri dari Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH. (Ketua); Prof.
Dr. H. Ahmad Sukardja SH., MA.; Prof. Rehngena Purba, SH., MS.; Prof. Dr. Takdir
Rahmadi, SH., LLM.; dan Dr. H. Supandi, SH., MHum.; masing-masing sebagai hakim
anggota, telah menjatuhkan putusan menerima dan mengabulkan permohohan
keberatan Hak Uji Materiil dimaksud pada 9 Pebruari 2012.

B. PERMOHONAN
1. Kewenangan MA
a. Pemohon mendalilkan bahwa MA memiliki wewenang memutus permohonan
pengujian peraturan  perundang-undangan di bawah Undang-undang
berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat (2) b dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK),
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU
MA).

b. Pemohon mendalilkan bahwa SKB Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dari
segi formal adalah produk hukum yang melaksanakan perintah Undang-undang
(UU KK dan UU MA) sehingga mempunyai kekuatan hukum berlaku mengikat,
dan oleh karenanya termasuk dalam pengertian peraturan perundang-undangan

yang dapat diajukan pengujian materiil terhadap Undang-undang kepada MA.

Anotasi:

Bahwa mengenai materi permohonan SKB Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
secara formal memang merupakan bentuk peraturan perundang-undangan
berdasarkan pengertian peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 1 angka 2
dan Pasal 8 ayat (2) UU PPP. Namun demikian tidak serta merta materi suatu produk
peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pengujian secara materiil oleh
lembaga peradilan karena pengertian pengujian materiil pada hakikatnya adalah
pengujian norma hukum. Oleh karena itu yang dapat diuji oleh lembaga yudikatif
adalah norma hukum di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini juga
ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011
tentang Hak Uji Materiil yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan
perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah
Undang-Undang.

Walaupun antara norma atau kaidah hukum dengan norma atau kaidah moral atau
perilaku memiliki persamaan karena sama-sama mengatur tentang perilaku, namun
dalam perumusannya memiliki perbedaan yang tegas. Kaidah hukum merumuskan
aturan perilaku secara tegas dengan menunjuk klasifikasi perbuatan atau tindakan
tertentu yang spesifik. Sebaliknya, kaidah moral atau perilaku merumuskan
keharusan-keharusan tertentu secara umum yang harus dipatuhi dalam melakukan
serangkaian tindakan untuk melaksanakan tugas tertentu. Butir 8.1., 8.2., 8.3., 8.4,,
serta butir 10.1., 10.2., 10.3., dan 10.4 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berisi

keharusan-keharusan bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya di dalam peradilan.

. Legal Standing Pemohon
Pemohon sebagai advokat maupun pribadi adalah pihak yang menganggap haknya
dirugikan oleh berlakunya butir-butir dimasud dalam SKB tentang Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim. Pemberlakuan butir-butir SKB dimaksud dinilai mengancam



kemerdekaan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dan hal itu akan
mengancam hak-hak dan perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap
pemohon sebagai warga negara ketika berurusan dengan pengadilan maupun ketika

melakukan advokasi atau pembelaan hukum di pengadilan.

Catatan:

Untuk dapat mengajukan suatu perkara ke pengadilan, sesorang harus memiliki
kepentingan hukum. Dalam proses peradilan pengujian peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar /egal standing seseorang untuk dapat mengajukan
permohonan pengujian suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
adalah kerugian yang dialami karena terdapat hak dan/atau kewajibannya yang
dijamin oleh suatu peraturan perundang-undangan yang dirugikan oleh berlakunya
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih bawah yang hendak diajukan
pengujian. Dalam kasus ini seharusnya pemohon menentukan hak apa yang dijamin
dalam UU KK dan UU MA yang dirugikan oleh ketentuan butir 8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,
serta butir 10.1., 10.2., 10.3., dan 10.4 Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.
Ketentuan yang menjamin hak pemohon tersebut seharusnya juga menjadi batu uji.
Pemohon sama sekali tidak menunjuk hak tertentu yang dijamin dalam UU KK dan
UU MA yang dirugikan oleh butir 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., serta butir 10.1., 10.2., 10.3.,
dan 10.4 Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

3. Dasar Permohonan

a. Pemohon mendalilkan bahwa butir 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., serta butir 10.1., 10.2,,
10.3., dan 10.4 Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim bertentangan dengan
Pasal 32A ayat (4) UU MA dan Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) huruf b, Pasal
41 ayat (3), dan Pasal 43 UU KK. Ketentuan-ketentuan dimaksud pada pokoknya
mengatur tentang wewenang KY melakukan pengawasan terhadap hakim,
pembentukan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta ketentuan bahwa
pelaksanaan tugas pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara.
Pemohon mendalilkan bahwa butir 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., serta butir 10.1., 10.2.,
10.3., dan 10.4 Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim bertentangan dengan
ketentuan dalam UU KK dan UU MA karena butir-butir dimaksud berisi norma

hukum, yaitu norma hukum acara, bukan norma etik dan/atau norma perilaku.



b. Pemohon mendalilkan bahwa pelaksanaan butir 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., serta butir
10.1., 10.2., 10.3., dan 10.4 Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim telah
menjadi instrumen yang melampaui wewenang pengawasan KY karena
berdasarkan butir tersebut KY melakukan penilaian terhadap putusan hakim. Hal
ini juga dipandang bertentangan dengan norma pengawasan judisial universal
bahwa putusan pengadilan tidak boleh dinilai oleh lembaga lain kecuali melalui
proses upaya hukum sesuai ketentuan hukum acara. Hakim menjadi tidak bebas
(merdeka) dalam memeriksa dan memutus perkara karena KY senantiasa dapat

mempersoalkan apa yang dilakukan oleh hakim dalam proses peradilan.

Anotasi:

a. Butir 8.1., 8.2,, 8.3., 8.4., serta butir 10.1., 10.2., 10.3., dan 10.4 Kode Etik Dan

Pedoman Perilaku Hakim sama sekali tidak dirumuskan sebagai norma hukum.
Hal ini dapat dilihat dalam perumusan berupa prinsip-prinsip perilaku semata,
dan bukan tindakan-tindakan yang spesifik. Adanya frasa “hukum acara” tidak
menjadikan butir-butir dimaksud merupakan norma hukum acara.
Dalil yang menyatakan bahwa butir-butir SKB dimaksud merupakan hukum acara
karena mengatur tentang perilaku tidak dapat diterima karena baik norma hukum
maupun norma moral dan perilaku memang mengatur tentang perilaku, apa
yang harus dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilakukan. Pedoman perilaku
diperlukan sebagai derivasi dari nilai dan prinsip etika agar dapat menjadi
pedoman bagi hakim sekaligus menjadi instrumen untuk mengetahui apakah
seseorang telah melanggar kode etik atau tidak. Tanpa adanya pedoman perilaku
sebagai wujud penerapan, kode etik hanya akan menjadi prinsip-prinsip moral di
atas kertas yang tidak operasional, tidak dapat dijadikan pedoman bagi hakim
dan tidak dapat pula dijadikan sebagai instrumen dalam melakukan pengawasan.
Tanpa adanya pedoman perilaku, kode etik sangat berpotensi menimbulkan
ketidakpastian.

b. Wewenang pengawasan yang dimiliki oleh KY kepada hakim sebagai pengawasan
eksternal ditujukan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim sesuai dengan amanat UUD 1945, UU KK dan UU
MA. Kehormatan dan keluhuran martabat hakim ditentukan oleh perilaku hakim
baik di dalam menjalankan tugas memeriksa dan memutus perkara (di dalam
persidangan) maupun perilaku di dalam masyarakat (di luar persidangan). Hal ini

ditegaskan dalam Pembukaan SKB Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bahwa



pengawasan dilakukan terhadap perilaku hakim baik di dalam maupun di luar
persidangan. Perilaku di dalam persidangan adalah perilaku hakim dalam
menjalankan persidangan sesuai dengan hukum acara. Oleh karena itu perilaku
dalam menjalankan persidangan juga menjadi wilayah kode etik dan pedoman
perilaku sehingga juga menjadi wilayah pengawasan KY. Hal ini juga ditegaskan
dalam butir 6.2., dan butir 6.5. The Bangalore Principles of Judicial Conduct
sebagai berikut.

6.2 A judge shall devote the judge's professional activity to judicial duties, which
include not only the performance of judicial functions and responsibilities in court and
the making of decisions, but also other tasks relevant to the judicial office or the
court's operations.

6.5 A judge shall perform all judicial duties, including the delivery of reserved
decisions, efficiently, fairly and with reasonable promptness.

Berdasarkan butir-butir SKB yang dimohonkan, wilayah pengawasan KY adalah
pada perilaku hakim dalam menjalankan persidangan, bukan putusan yang
dijatuhkan. Pengawasan terhadap putusan hakim tetap hanya melalui mekanisme
upaya hukum. Apabila terdapat putusan yang dinilai bermasalah, terhadap
putusannya menjadi wewenang pengadilan yang lebih tinggi. Sedangkan jika
putusan tersebut disebabkan karena perilaku hakim yang salah dalam
menjalankan peradilan, akan menjadi wilayah pengawasan perilaku oleh MA dan
KY dan jika berujung pada sanksi akan dikenakan kepada hakim, bukan kepada
putusannya.

Dalil munculnya ketakutan atau perasaan ketidakbebasan hakim dalam
menjalankan tugas merupakan kekhawatiran yang berlebihan karena tujuan dari
wewenang pengawasan hakim adalah untuk kehormatan dan keluhuran hakim
itu sendiri. Jika hakim telah bertindak sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman
Perilaku, kekhawatiran tersebut tidak berdasar. Selain itu, munculnya
kekhawatiran atau ketakutan di kalangan hakim bukan merupakan masalah

norma, tetapi pelaksanaan norma.

C. PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
Di dalam putusan ini tidak disebutkan adanya pemeriksaan persidangan terbuka untuk
umum. Pada halaman 19 Putusan ini disebutkan bahwa kepada Termohon telah
diberitahukan akan adanya permohonan keberatan pada tanggal 24 Agustus 2011,
kemudian Termohon I dan II telah memberikan jawabannya tertanggal 12 September

2011 dan 16 September 2011. Putusan juga tidak menyebutkan adanya saksi dan/atau



ahli yang diajukan oleh para pihak. Satu-satunya persidangan terbuka untuk umum

adalah sidang pengucapan putusan pada tanggal 9 Pebruari 2011.

Anotasi:

Perkara pengujian materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang
terhadap Undang-Undang yang menjadi wewenang MA memiliki perbedaan mendasar
dengan perkara pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap UUD 1945 yang menjadi
wewenang MK dilihat dari pihak yang berperkara. Perkara PUU di MK dikonstruksikan
sebagai perkara yang tidak saling memperhadapkan para pihak karena yang diadili
adalah norma, bukan sengketa antara pembuat UU dengan pihak yang menjadi korban
UU. Oleh karena itu dalam Hukum Acara PUU di MK tidak ada pihak yang berkedudukan
sebagai Termohon. Pembentuk UU, DPR dan Pemerintah, kedudukannya adalah sebagai
pihak terkait yang diperlukan keterangannya mengenai latar belakang, proses, dan
maksud dari ketentuan UU yang sedang diuji. Kedudukan UU dalam hal ini sama dengan
kedudukan MPR yang berdasarkan UU MK dapat dihadirkan untuk memberikan
keterangan. Walaupun demikian dalam penanganan perkara PUU, MK tetap
menyelenggarakan persidangan terbuka untuk umum mulai dari pemeriksaan
pendahuluan, pemeriksaan persidangan, hingga pengucapan putusan. Kalaupun MK
menilai suatu permohonan sudah jelas dan tidak diperlukan keterangan DPR dan
Pemerintah, MK tetap menyelenggarakan persidangan terbuka untuk umum setidaknya
untuk pemeriksaan pendahuluan dan pengucapan putusan.

Perkara pengujian peraturan perundang-undangan di MA pada praktiknya merupakan
persidangan para pihak yang saling berhadapan. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan
Ketua MA dan Ketua KY sebagai Termohon I dan Termohon II. Oleh karena itu terhadap
para pihak sudah seharusnya diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan
keterangan dan mengajukan saksi dan/atau ahli untuk memperkuat pendapat masing-
masing melalui persidangan pemeriksaan yang terbuka untuk umum sesuai asas aud/ et

alteram partem.

D. PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM
a. Majelis hakim berpendapat bahwa setiap orang Warga Negara Indonesia, terlebih
mereka yang bergerak dalam profesi hukum sebagai Advokat yang memiliki
kepentingan terhadap terwujudnya dan dilaksanakannya kewenangan kekuasaan

kehakiman yang mandiri dan bebas sebagai bagian dari terwujudnya negara hukum,



tidak ada pengaruh ataupun tekanan yang memengaruhi atau berpotensi menekan
kekuasaan kehakiman.

. Majelis Hakim berpendapat bahwa Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim adalah
peraturan perundang-undangan yang dapat diajukan pengujian ke MA karena
keberadaannya diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi,
diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 (UU PPP), dibuat oleh lembaga yang berwenang, serta berlaku untuk
umum karena tidak berisi penetapan individual.

Majelis hakim menyatakan bahwa Kewenangan KY berdasarkan Pasal 40 UU KK
merupakan kewenangan pengawas atas perilaku hakim sebagai bentuk pengawasan
eksternal. Dengan demikian pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial menurut
Undang-Undang harus semata-mata menyangkut “perilaku hakim” guna
menegakkan martabat dan kehormatan hakim. KY tidak memiliki wewenang
mengawasi teknis hukum.

. Majelis hakim menyatakan bahwa rumusan 8.1. dan butir 10.4. tidak memuat
sebuah cakupan tentang perilaku (behaviour) tetapi soal pengetahuan atau
pemahaman yang masuk ke wilayah kognitif. Oleh sebab itu, hal ini tidak termasuk
ke dalam wilayah pengawasan eksternal KY karena tidak termasuk “perilaku”.

Maijelis hakim berpendapat bahwa jika memang ditemukan oleh KY adanya indikasi
yang didukung oleh bukti-bukti awal yang cukup bahwa kekeliruan hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara dilakukan dengan kesengajaan, masalah ini masuk
ke dalam wilayah pengawasan perilaku, baik oleh MA maupun KY.

Majelis hakim menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dengan cara,
misalnya memanggil dan memeriksa Hakim, mempersoalkan proses persidangan,
memeriksa putusan Hakim, dan hal - hal lain yang terkait dengan teknis peradilan,
adalah tidak tepat, sebab kalaupun benar terdapat kekeliruan dalam penegakan
hukum acara, para pihak dapat melakukan perbaikannya melalui proses "upaya
hukum” sebagaimana diatur di dalam hukum formal (Hukum acara). Pengawasan
oleh Komisi Yudisial seharusnya fokus mengenai dugaan pelanggaran etik dan/atau
perilaku.

. Majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan Uji Materiil para pemohon.
Putusan menyatakan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir — butir 10.1, 10.2, 10.3, dan
10.4 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan
Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tanggal 8 April 2009 Tentang Kode Etik

Dan Pedoman Perilaku Hakim bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan



perundang-undangan tingkat lebih tinggi, yaitu Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat
(3) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal
34A ayat (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Anotasi:

a. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hak apa yang bersifat spesifik yang dijamin
dalam UU KK dan UU MA yang dirugikan oleh butir 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., serta butir
10.1., 10.2., 10.3., dan 10.4 Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

b. Majelis hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan perundang-undangan adalah
kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah Undang-Undang.

c. Di dalam putusan ini sangat jelas bahwa antara argumentasi hukum di dalam
Pertimbangan Hukum hakim sama sekali tidak berangkat dari argumentasi hukum
yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar permohonan. Pemohon mengajukan
Argumentasi utama yang digunakan sebagai dasar permohonan untuk menyatakan
bahwa butir-butir SKB Kode Etik dan Pedoman Perilaku bertentangan dengan UU KK
dan UU MA adalah dalil bahwa substansi butir-butir SKB dimaksud adalah norma
hukum, bukan norma etik atau perilaku. Hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan
dan dinilai oleh Majelis Hakim.

Majelis Hakim mengkonstruksikan argumentasi berbeda untuk menyatakan bahwa
butir-butir SKB dimaksud bertentangan dengan UU KK dan UU MA berdasarkan
materinya yang dinilai justru tidak menyakut perilaku, melainkan soal pengetahuan
atau pemahanan yang masuk wilayah kognitif, yang menurut Majelis Hakim tidak
termasuk wilayah pengawasan KY, dan hanya dapat dikoreksi melalui upaya hukum.
Pertimbangan hukum tersebut mengkonstruksikan bahwa apa yang dimaksud
dengan teknis hukum menurut Majelis Hakim adalah sesuatu yang terkait dengan
wilayah kognitif, yaitu pengetahuan dan pemahaman hukum hakim dalam
menjalankan tugas di persidangan. Padahal yang dimaksud dengan teknis hukum
tentu juga meliputi perilaku dalam memimpin persidangan dan menerapkan hukum
acara. Bahkan, tingkat pengetahuan dan pemahaman hakim juga hanya dapat dilihat
dari perilakunya.

Kalaupun seandainya (quad non) ketentuan dalam butir-butir SKB dimaksud berada

pada wilayah pengetahuan dan pemahaman (kognitif), tetap saja hal itu merupakan



bagian dari norma kode etik yaitu hakim harus profesional sesuai dengan pedoman
perilaku ke-10 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai berikut.

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk
melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh
keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga
dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan
pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil
pekerjaan, efektif dan efisien.

Butir 6.3. The Bangalore Principles of Judicial Conduct juga menyatakan keharusan
hakim meningkatkan pengetahuan sebagai berikut.

6.3 A judge shall take reasonable steps to maintain and enhance the judge's
knowledge, skills and personal qualities necessary for the proper performance of
judicial duties, taking advantage for this purpose of the training and other facilities
which should be made available, under judicial control, to judges.

Dengan demikian, hakim yang tidak mengetahui atau memahami aturan hukum dan
kemampuan lain yang diperlukan untuk menjalankan tugas sudah melanggar kode
etik dan pedoman perilaku. Hal ini sangat wajar karena profesi hakim adalah profesi
terhormat yang dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas dan
mendalam, dan hanya dengan demikian keluhuran martabat dan kehormatan hakim
bisa dijaga dan ditegakkan.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat parsial. Dari butir-butir SKB yang
diajukan permohonan, Majelis Hakim hanya menganalisis butir 8.1. dan butir 10.4.
Butir-butir SKB lain yang dimohonkan sama sekali tidak dianalisa dan diberikan
pendapat hukum. Hanya berdasarkan pertimbangan terhadap butir 8.1. dan butir
10.4. Majelis Hakim kemudian menyatakan bahwa semua butir-butir SKB yang
dimohonkan adalah terkait dengan pengetahuan, bukan perilaku, sehingga bukan
merupakan wilayah pengawasan MA dan KY.

Butir-butir yang jelas-jelas mengandung pengaturan perilaku misalnya adalah butir
8.3., 8.4., dan 10.1. sebagai berikut.

8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat
dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.4. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara
kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian
perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan.



10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat
melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.

Frasa “membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan
rintangan” dalam butir 8.3., kata “mendistribusikan” dalam butir 8.4., serta frasa
“mengambil langkah-langkah” dalam butir 10.1. jelas menunjuk pada aspek perilaku,
bukan pengetahuan atau pemahaman.

Bahkan, dalam menilai butir 8.1. dan 10.4. pun Majelis Hakim telah melakukan
generalisasi secara keliru dengan menyatakan kedua butir tersebut mengatur
tentang pengetahuan atau pemahaman, bukan perilaku. Berikut ini bunyi butir 8.1.
dan butir 10.4.

8.1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya hukum
acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa
keadilan bagi setiap pencari keadilan.

10.4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau
mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan
sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para
pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

Kata “melaksanakan” dalam butir 8.1., serta kata “mengabaikan” dan frasa
“membuat pertimbangan” dalam butir 10.4. jelas menunjuk pada tindakan konkrit
yang merupakan bentuk dari perilaku.

Pendapat Majelis Hakim pengawas perilaku baru dapat dilakukan oleh MA atau KY
pada saat terjadinya kekeliruan hakim dalam memeriksa dan memutus karena
kesengajaan bertentangan dengan nilai profesionalisme hakim yang dianut secara
universal sebagai bagian dari kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana
telah diuraikan pada huruf ¢ bagian ini.

Pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pengawasan tidak dapat
mempersoalkan proses persidangan bertentangan dengan maksud dari pengawasan
itu sendiri, yaitu untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat, kehormatan,
dan perilaku hakim. Hal ini yang sangat menentukkan keluhuran martabat,
kehormatan, dan perilaku hakim adalah perilaku di persidangan. Perilaku
dipersidangan adalah perilaku hakim dalam proses persidangan. Jika pengawasan
tidak dapat dilakukan terhadap perilaku hakim dalam proses persidangan, maka
kewenangan pengawasan perilaku hakim akan teramputasi, tidak lagi meliputi
pengawasan di dalam dan di luar persidangan, tetapi hanya terbatas pengawasan
perilaku di luar persidangan.



g. Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan

butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4. tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, padahal dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
hanya menguiji butir 8.1. dan butir 10.4.
Selain itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa butir-butir yang dimohonkan tersebut
bertentangan dengan Pasal 34A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung. Hal ini merupakan kekeliruan yang fatal karena tidak ada Pasal
34A di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.



